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This research was initiated by phenomenon which indicated that the policy evaluation of Regional Development Plan of Cianjur (RPJMD) 2011-2016 has not been optimal yet, especially related to the development of Cianjur Selatan-based road infrastructure. The strengthening of the phenomenon, then has implications on the low purchasing power of society and the low level of public welfare, especially in the area of ​​South Cianjur. Therefore, the researcher focuses the research on how the evaluation of Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Cianjur regency for 2011-2016 and Strategy of RPJMD Cianjur policy evaluation is expected to increase people's purchasing power in Cianjur regency.
The purpose of the study, among others; first, describe and analyze the evaluation of the Cianjur District Medium-Term Development Plan (RPJMD) policy for 2011-2016, and secondly, to analyze and find the concept of RPJMD policy evaluation strategy that can be done to develop the development of tourism-based road infrastructure, especially in Cianjur Selatan. While the research method using descriptive, and research approach using mixed methods, through concurrent embedded design model (mixture is not balanced).
The results reveal that the success of RPJMD policy evaluation is empirically determined by dimensions or aspects of effectiveness, effeciency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. On the other hand, researchers found another concept or dimension, in addition to the six parameters put forward by Willian N. Dunn (1981). The concept or dimension that researchers find is the dimension of the perception equation. These findings are academically novelty generated in this dissertation. In addition, the study also found that to optimize the RPJMD policy evaluation required a strategy for the Cianjur District Government. The strategy that can be done by the Government of Cianjur Regency refers to the pattern of priority scale based on the calculation result of Analitycal Hierarchy Process (AHP), which essentially follow the pattern; (1) dimension of perception equation, (2) dimension of accuracy, (3) dimension of equalization, (4) dimension of responsiveness. (5) sufficiency dimension, (6) efficiency dimension, (7) effectiveness dimension.







Penelitian ini diawali oleh adanya fenomena yang mengindikasikan belum otimalnya evaluasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan berbasis pariwisata Cianjur Selatan. Menguatnya fenomena tersebut, kemudian berimplikasi pada rendahnya daya beli masyarakat dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Cianjur Selatan. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana evaluasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016 dan Strategi evaluasi kebijakan RPJMD Kabupaten Cianjur yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di Kabupaten Cianjur.
  Adapun tujuan penelitian, antara lain; pertama,  mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016, dan kedua, Menganalisis dan menemukan konsep strategi evaluasi kebijakan RPJMD yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur jalan berbasis pariwisata, khususnya di Cianjur Selatan. Sedangkan metode penelitian menggunakan deskriptif, dan pendekatan penelitian menggunakan mixed methods, melalui model desain concurrent embedded (campuran tidak berimbang).
Hasil penelitian mengungkap bahwa keberhasilan evaluasi kebijakan RPJMD, secara empiris ditentukan oleh  dimensi atau aspek efektivitas (effectiveness), efesiensi (efeciency), kecukupan (adequancy), pemerataan (equaty), responsivitas (responsiveness), dan dimensi ketepatan (appropriateness). Pada sisi lain, peneliti menemukan konsep atau dimensi lain, selain keenam parameter yang dikemukakan oleh  Willian N. Dunn (1981). Adapun konsep atau dimensi yang peneliti temukan adalah dimensi persamaan persepsi. Temuan ini secara akademik merupakan novelty yang dihasilkan dalam disertasi ini. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa untuk mengoptimalkan evaluasi kebijakan RPJMD dibutuhkan adanya strategi bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur mengacu pada pola skala prioritas  yang didasarkan pada hasil perhitungan Analitycal Hierarki Proses (AHP), yang esensinya mengikuti pola; (1) dimensi persamaan persepsi, (2) dimensi ketepatan, (3) dimensi pemerataan, (4) dimensi responsivitas. (5) dimensi kecukupan, (6) dimensi efisiensi, (7) dimensi efektivitas.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan yang berbasis pariwisata secara empiris belum berjalan dengan optimal, sehingga berimplikasi pada kesejahteraan masyakat, terutama masyarakat yang berada di Wilayah Cianjur Selatan 
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